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BUPATI BANGKA TENGAH 
 

 
 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  

NOMOR  39  TAHUN  2011 
 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL 
 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
Menimbang : a. bahwa mineral yang terkandung dalam Daerah merupakan kekayaan 

alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang 
mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang 
banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya 
guna, berhasil guna, bertanggung jawab, berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan serta pemanfaatannya ditujukan bagi 
sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; 

 
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pertambangan Umum sudah 
tidak sesuai lagi dengan keadaan sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Daerah  yang baru; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Pertambangan Mineral; 

 
 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4401); 

 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten 
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 
4268); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembar Negara Nomor 4725); 

 
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4959); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

 
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 
4959); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan 

dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5145); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 4737); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 48); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah 

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Nomor 
5110); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
29, Tambahan Lembar Negara Nomor 5111); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan 
Lembar Negara Nomor 5142); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 

Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara 
Nomor 5172); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 122); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 
PERTAMBANGAN MINERAL. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah  adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 
5. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Bangka 
Tengah. 

7. Dinas adalah Satuan Kerja yang menangani kewenangan di bidang 
pertambangan Kabupaten Bangka Tengah. 

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
di pertambangan mineral dan batubara. 

9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang 
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 
penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 
penjualan, serta kegiatan pasca tambang.  
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10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang 

memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau 
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau 
padu. 

11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang 
berupa bijih atau batuan, di luar batubara, panas bumi, minyak dan 
gas bumi serta air tanah. 

12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan 
mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 

13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin 
untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi 
kelayakan. 

15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi. 

16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah 
izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah 
Pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat 
dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan 
di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

18. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan 
di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

19. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 
selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan 
kegiatan operasi produksi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan 
Khusus. 

20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 
mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 

21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, 
bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari 
bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. 

22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 
memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan 
untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha 
pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta 
perencanaan pascatambang. 

23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan 
yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, 
termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian 
dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 

24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan 
pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk 
pengendalian dampak lingkungan. 

25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk 
memproduksi mineral dan mineral ikutannya. 

 
 
 
 


